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Abstrack

Legal principles are the main source of laws in the implementation of penal code (criminal law) and other
legislation. However, there is a source of living law and a growing development in the life of a tribal law society.
Living citizens' laws can also be viewed asa legal source with certain restrictions, as set forth in the 1951
emergency act no. 1

The study aims to analyze how the legal relevance of the legal laws to the enforcing of legal sanctions on the society
of tribal law. In the study, the author used the normatif juridical approach with data collection technigues through
library studies. Research indicates that the establishment of a legal principle asa sonrce of law in the establishment
of criminal sanctions is not the only principle that can be taken asa basis for penalties. However, aside from
legality there is also a common principle that lives and flonrishes in society, that is, the laws of custom.
Keyword : legality, community, custom

Abstrak

Asas legalitas merupakan sumber hukum utama dalam pelaksanaan kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.akan tetapi tidak menutup
kemungkinan, adanya suatu sumber hukum yang hidup dan berkembang perkembangan
kehidupan masyarakat Hukum adat. Hukum rakyat yang masih hidup juga dapat dianggap
sebagai sumber hukum dengan batasan-batasan tertentu, hal ini sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 secara tegas juga mengatur mengenai kewajiban
hakim untuk menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat termasuk di dalamnya untuk
perkara pidana.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relevansi asas legalitas hukum pidana terhadap
penetapan sanksi hukum pada masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan tehnik pengumpulan data melalui kajian
Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan asas legalitas sebagai sumber hukum
dalam penjatuhan sanksi pidana, bukan merupakan satu-satunya asas yang dapat diambil sebagai
dasar dalam penetapan sanksi. Akan tetapi, disamping adanya asas legalitas juga ada asas umum
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Yakni dengan adanya hukum adat.

Kata Kunci : Legalitas, Masyarakat, Adat
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Pendahuluan

Persengketaan di satu sisi merupakan hal
yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat,
tetapi di sisi lain menciptakan ketidakharmonisan
dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat.
Dalam kehidupan masyarakat yang komunal dan
dan didasari pada prinsip-prinsip kebersamaan
maka keharmonisan, dan keseimbangan hidup
merupakan tatanan ideal yang selalu ingin
dipertahankan. Gangguan terahadap hal tersebut,
seperti terjadinya persengketaan harus segera
diakhiri.

Di Indonesia, sumber utama hukum pidana
terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-
undangan hukum pidana lainnya. Akan tetapi
disamping itu, tidak menutup kemungkinan
sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang
masih hidup juga dapat dianggap sebagai sebagai
sumber hukum dengan batasan-batasan tertentu.'

Pada daerah tertentu, seringkali terjadi suatu
permasalahan hukum yang diselesaikan secara
hukum adat, salah satunya terletak pada daerah
jambi pada tahun 1998 hingga tahun 20117
tercatat 5 (lima) kasus pembunuhan yang
diselesaikan secara hukum adat tanpa dilanjutkan
pada proses hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.’

Kenyataan ini merupakan suatu bukti bahwa
fungsi dan peranan Lembaga Adat masih sangat
besar, sehingga setiap keputusan yang diambil
melalui musyawarah-mufakat diakui dan ditaati
serta dilaksanakan dengan baik oleh anggota
masyarakat  (keluarga  pelaku/terdakwa  dan
keluarga korban). Dengan kata lain, proses
penyelesaian secara adat (hukum adat) akan
mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan dapat
mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
yang  telah  terganggu  karena  terjadinya
kejahatan/pelanggaran.’

! Bambang Poernomo, Hukum Adat Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 1979, Him, 27.

2 Fuat M. Yusuf, Tindak Pidana Pembunuhan
Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai
Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi Vol. 9, 2009, Hlm, 1.

3 Ibid.
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat
ditarik  kesimpulan bahwa dalam kehidupan
bernegara  sekarang ini tersedia  beberapa
alternative cara penyelesaian sengketa, bisa melalui
lembaga  peradilan  formal  (litigasi)  dan
memungkinkan diselesaiakan di luar pengadilan
(no-litigasi). Dalam realitas kehidupan masyarakat
sering ditemui penyelesian sengketa atau perkara
diluar  pengadilan. Salah  satu  mekanisme
penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah
melelui pendekatan adat. Penyelesaian melalui
pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesian
sengketa dengan mekanisme adat dan oleh
lembaga adat.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun
1951 secara tegas juga mengatur mengenai
kewajiban hakim untuk menggali hukum yang
hidup di dalam masyarakat termasuk di dalamnya
untuk perkara pidana. Pasal 5 ayat (3) huruf b
menyatakan “perbuatan yang menurut hukum
yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan
pidana dan yang ada bandingannya dalam KUHP
maka perbuatan itu dianggap diancam dengan
hukuman  yang sama dengan  hukuman
bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana
itu.”

Ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai
bahwa eksistensi hukum adat dapat mengisi
kekosongan hukum dalam hal suatu delik tidak
diatur di dalam KUHP sedangkan hakim wajib
untuk memeriksa perkara tersebut. Meskipun
memiliki alasan hukum yang kuat, akan tetapi
cksistensi hukum adat di hadapan hukum pidana
selalu dibenturkan dengan asas legalitas yang
menentukan  bahwa tindak pidana adalah
perbuatan yang telah diatur di dalam peraturan
perundang-undangan hukum pidana sebelum
perbuatan tersebut dilakukan.

Mardjono Reksodiputro dalam hal ini berpendapat
bahwa legitimasi hukum adat sebagai sumber
hukum pidana dapat terlihat dari upaya pencarian
keadilan oleh hakim. Keadilan yang dicari oleh
hakim harus dimaknai keadilan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan positif
belaka, akan tetapi keadilan yang bersumber dari
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nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di
dalam kehidupan masyarakat Indonesia.*

Berdasarkan logika dan penjelasan hukum,
adalah logis jika suatu kebiasaan adat yang dari
dulu hingga saat masih berlaku pada masyarakat
adat terutama pada Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang hingga saat ini yang masih
meyakini hukum adat sebagai alternative
penyelesaian sengketa pada masyarakat adat,
betapa baiknya dan betapa besar manfaatnya bagi
kepastian hukum adat jika kita bias menyepakati
bersama bahwa hukum adat merupakan suatu
hukum yang berlaku hingga saat ini dimasyakat
adat, dan keberaan hukum adat dapat diakui secara
konstitusi sebagaimana yang telah pada pasal 281
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia.

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut
diatas,,permasalahan pokok pada penelitian ini
adalah mengenai bagaimana relevansi asas legalitas
hukum pidana terhadap penetapan sanksi hukum
adat?.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengidentifikasi kekuatan asas legalitas terhadap
penetap sanksi hukum adat. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai landasan
dalam  penerapan asas legalitas  terhadap
masyarakat hukum adat yang berlaku pada suatu
wilayah tertentu.

Penelitian ~ ini  merupakan  penelitian
kebijakan (Po/icy Reserch), dengan metode penelitian
yuridis nurmatif. Focus peneltian ini meliputi
bentuk-bentuk penerapan asas legalitas dalam
kehidupan masyarakat hukum adat, sesuai dengan
karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada
telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum
positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan
hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori
hukum, dan filsafat hukum. Pada tataran
dogmatika  hukum, pengkajiannya  dilakukan
terthadap identifikasi dalam hukum positif,
khususnya undang-undang. Sedangkan pada
tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap

4 Mardjono Reksodiputra, Pembaharuan Hukum
Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, HIm 108.
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teori-teori yang dapat digunakan untuk menjawab
persoalan ini.’

Pengertian Asas legalitas dan Hukum Adat

Menurut kamus umum bahasa Indonesia.
Asas  mempunyai beberapa arti, salah satu
diantaranya adalah kebenaran yang menjadi
tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti
sebagai alas landasan. Jika kata itu
dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas
adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai
tumpuan berpikir atau alasan berpendapat,
terutama dalam penegakan dan pelaksanan
hukum.

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar
tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya
adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu
yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas
pengertiannya asal dalam  hal ini tidak
bertentangan  dengan asasnya. Jadi dapat
diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala
aturan hukum.

Hans Kelsen Mengatakan makna dari
sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu
peraturan umum adalah adil apabila diterapkan
sesual dengan aturan tertulis yang mengaturnya,
dan sama penerapannya pada semua kasus serupa.
Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan
meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah
agar  tercipta Negara Hukum di mana
pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum;
hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi
semua orang yang ada dalam wilayah negara yang
bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan
hukum atau dalam konteks Negara Hukum
Indonesia yaitu Negara Berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi
hak asasi manusia serta menjamin segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecuali.’

atau

Asas legalitas dalam  hukum pidana
merupakan asas yang sangat fundanmental. Asas

> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
Cet. I1I, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, Him. 32

Shttps://www.academia.edu/4978927/PERBAND
INGAN_ASAS LEGALITAS MENURUT_KUHP.
diakses tanggal 01-09-2022 jam 13.00
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legalitas dalam hukum pidana begitu penting
untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum
pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana
yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak
pidana, maka akan dilihat apakah telah ada
ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah
aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan
terhadap tindak pidana yang terjadi.’

Asas legalitas termasuk asas yang boleh
dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana.
Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang
dirumuskan demikian :

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali
atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-
undangan yang telah ada sebelum perbuatan
dilakukan.

2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada
perubahan dalam perundang-undangan, dipakai
aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Sedangkan yang disebut dengan istilah adat
berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan
dalam Bahasa indonesia bermakna “kebiasaan”.
Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang
yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu
dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang
lama. Unsur-unsurnya adalah:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Di lakukan terus menerus

3. Adanya dimensi waktu

4. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap,
Tindakan “perubahan” manusia pada masyarakat
hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat
yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat
istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran
masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat
istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat
hukum sehingga menjadi hukum adat.

hukum adat pertama kali diperkenalkan
secara ilmiah oleh Snouck hurgronje, dalam
bukunya yang berjudul “De Azehers” menyebutkan
istilah hukum adat sebagai “adat recht” yaitu untuk
memberi nama pada satu sistem pengendalian
sosial “social control’ yang hidup dalam Masyarakat
indonesia. istilah ini kemudian dikembangkan
secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal

7 Mahrus ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar
Grafika, Jakarta, 2012.Hlm 59
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sebagai pakar hukum Adat di hindia Belanda
“sebelum menjadi indonesia”. hukum Adat adalah
aturan yang tidak tertulis dan merupakan
pedoman untuk sebagian besar orang-orang
indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan
hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.
Hukum adat dalam berbagai macam pendapat
para sarjana hukum, yaitu:

1. Sockanto mengatakan bahwa hukum adat itu

merupakan ~ kompleks  adat-adat  yang
kebanyakan tidak dibukukan /tidak
dikodifikasikan dan bersifat paksaan

mempunyai sanksi atau akibat hukum.

2. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum
adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang
tidak bersumber pada peraturan perundangan
yang dibuat oleh pemerintahan hindia Belanda
dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi
sendinya dan yang diadakan sendiri oleh
kekuasaan Pemerintah hindia.

3. Supomo mengatakan Hukum adat adalah
hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak
tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup
yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang
berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat
berdasarkan  atas  keyakinan  bahwasanya
peraturan-peraturan  tersebut  mempunyai
kekuatan hukum.

4. Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat
timbul setelah ada penetapan para pejabat
hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah
“penetapan”.

5. M.M. Djojodigoeno menyebutkan hukum adat
adalah hukum yang tidak bersumber kepada
peraturan-peraturan.

6. Hazairin menyebutkan hukum adat adalah
endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu
kaidah-kaidah kesusialaan yang kebenarannya
telah mendapat pengakuan umum dalam
masyarakat itu.

7. Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum
adat adalah suatu kompleks norma-norma yang
bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang
selalu berkembang serta meliputi peraturan-
peraturan  tingkah laku manusia dalam
kehidupan  sehari-hari dalam  masyarakat,
sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati
dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai
akibat hukum “sanksi”.

10
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Eksistensi Asas Legalitas Dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penegakan hukum sangat diperlukan guna
menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.
Menurut  Mertokusumo, penegakan  hukum
mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus
dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum
tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadilan.47 Dalam hal
kebijakan lingkungan, tidak dirumuskan dalam
bentuk norma hukum, maka tidak dapat dilakukan
penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum
pidana. Upaya penegakan melalui sarana hukum
pidana lebih merupakan pelengkap daripada
instrument pengatur.48 Dibuatnya pengaturan
tentang perundang-undangan lingkungan hidup,
untuk menjaga atau melindungi dari gangguan
ekosistem.’®

Hukum sebetulnya hanya macan kertas bila
manusia tidak turun tangan menggerakkannya.
Kemandulan hukum terjadi bila manusia tidak
turun dengan penuh gereger (compassion, emphaty,
determination) untuk memberikan keadilan bagi
rakyat.” Penegakan hukum pada hakikatnya akan
berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan
dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu
agar terciptanya suatu kepastian hukum."

Penegakan hukum pidana didasarkan kepada
asas legalitas, baik aspek materil maupun aspek
formilnya. Kegiatan penegakan hukum lingkungan
kepidanaan hanya sah bila substansi materilnya
didasarkan pada pasal-pasal lingkungan hidup
yang sebagian besar bertebaran diluar KUHP, dan
kegiatan penegakan dilakukan sesuai dengan UU
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
serta berpedoman kepada Keputusan Menteri
Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982
tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP."

8 R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 65.

9 Satjipto Rahardjo, , Membedah Hukum
Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 111.

10 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum
Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja grafindo
Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 11.

""" Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana Dalam UU

No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
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Dari aspek subtansi materilnya, KUHP telah
mengatur pasal-pasal perbuatan yang dilarang
serta ancaman sanksi pidananya bagi pencemar
dan perusak lingkungan hidup. Sedangkan aspek
penegakan hukum, para penegak hukum dalam
melaksanakan perintah undang-undang harus
sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.
Untuk membatasi penegak hukum agar tidak
berlaku sewenang-wenang dalam setiap tingkat
pemeriksaan dan lebih menjamin perlidungan
HAM terhadap pencemar dan perusak lingkungan
hidup.

Pemberlakuan hukum represif penegakan
hukum akan mencerminkan adanya perwujudan
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai
itu terkandung dalam cita-cita hukum, politik dan
kehendak yuridis dari seluruh masyarakat."
Menurut Huge D. Barlow, hubungan hukum
pidana dan moral melahirkan konsepsi kejahatan
mala in se yakni kejahatan yang bukan hanya
melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar
kaidah moral dan mala probibita yaitu kejahatan
yang merupakan pelanggaran undang-undang."

Dalam hukum pidana penggunaan asas
legalitas baik dari aspek materil maupun formil
sangat penting dan saling berkaitan, mengingat
sebagal negara yang menganut cvil law systens, baik
subtansi maupun aparatur penegak hukum dalam
rangka melakukan penegakan hukum haruslah
bersandar pada aturan yang tertulis, yakni aturan
yang telah ada, dimuat dalam suatu undang-
undang dan masih diberlakukan. Menurut Andi
Hamzah, sebagai negara berkembang yang
pengalaman dan pengetahuan para hakim sering
dipandang kurang sempurna schingga sangat
berbahaya jika asas itu ditinggalkan."*

Berkenaan dengan itu, menurut Moeljatno
mengatakan bahwa dengan suatu pengertian,
penggunaan sarana konstruksi dan sistematik
secara objektif dari hukum pidana yang berlaku,
maka menetapkan hukum itu, baik pegawai
kepolisian, pamong praja, jaksa, hakim maupun

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sofmedia, Jakarta, 2011,
Him. 8.

12 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti,Op. Cit., Hlm.
53.

13 Ibid., Hlm. 57.

14 Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum
Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Him. 45.
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pengacara dan pembela, maka orang tidak hanya
mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku,
tetapl juga mengetahui maksud dan tujuannya.
Dengan demikian orang tadi lalu tidak ragu-ragu,
tidak bimbang atau bingung apabila menghadapi
hukumnya kompleks kejadian itu. Sebab alasan-
alasan yang dipakai dalam menentukan hukumnya
kompleks kejadian atau kehendak sendiri, yang
tergantung dari keadaannya masing-masing, tetapi
pandangan yang objektif menurut ketentuan
ilmiah."”

Menurut Muladi mengatakan bahwa asas
legalitas bertujuan untuk:
1. Memperkuat kepastian hukum;
2. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi
terdakwa;
3. Mengefektifkan fungsi pencegahan (deterrence
function) dari sanksi pidana;
4. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
Memperkokoh penerapan rule of law.16
Kepastian hukum menghendaki bagaimana
hukumnya dilaksanakan, agar tercipta ketertiban
dalam masyarakat. Dihukum tidaknya pencemar
bukan berdasarkan sebab akibat tetapi karena
adanya suatu peraturan yang ada tetlebih dahulu
yang melarang perbuatan pencemaran tersebut
dan inilah yang dikehendaki dalam kepastian
hukum, apa yang dibunyikan maka itulah yang
dilaksanakan." Ada empat hal yang berhubungan
dengan makna kepastian hukum yakni:

N

pertama, bahwa hukum itu positif, artinya ia
adalah  perundang-undangan  (geserzliches  rech?).
Kedna, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta
(tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian
yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti
“kemauan baik”, “kesopanan”. Kefiga, bahwa fakta
itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas
schingga  menghindari ~ kekeliruan ~ dalam
pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.

15 Roni Wiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum

Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 25.

16 Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, Beberapa
Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 133.

17 Soemartono, R.M. Gatot P., 1996. Hukum
Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm,109,
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Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering
diubah-ubah."

Asas legalitas dalam KUHP Indonesia
bertolak dari ide/nilai dasar “kepastian hukum”.
Namun dalam realitasnya, asas legalitas ini
mengalami berbagai bentuk
pelunakan/penghalusan atau
pergeseran/petluasan dan menghadapi berbagai
tantangan."”

Sedangkan dalam hukum acara pidana hanya
mengandung makna yakni Jex seripta (tertulis), lex
cerfa (jelas) dan /Jex stricta (tegas), kalaupun
dilakukan penafsiran maka penafsiran tersebut
bersifat restriktif.”

Terkait dengan itu, dalam KUHP memuat
pula dua jenis perbuatan pidana yakni delik materil
dan delik formil. Delik formil tidak hanya
ditujukan kepada para pelaku usaha, tetapi juga
kepada pejabat pemerintah dan orang-orang yang
menjadi tenaga penyusun Amdal. Serta memuat
ancaman sanksi minimal dan maksimal yang
bertujuan untuk membatasi diskresi hakim dalam
menjatuhkan hukuman. Hal ini dilatarbelakangi
oleh pertimbangan bahwa masalah-masalah
lingkungan hidup dipandang sebagai masalah yang
serius yang dapat mengancam dan merugikan
keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia
secara kolektif.”

Sedangkan rumusan delik materil diukur dari
dilampauinya baku mutu ambien atau baku mutu
air. Pencemaran lingkungan terjadi apabila baku
mutu udara ambien dalam hal pencemaran udara
atau baku mutu air dalam hal pencemaran air di
permukaan dan baku mutu air laut dalam hal
pencemaran laut telah djlzlmpaui.22 Delik materil
juga mengenal dua kategori pemberatan, yakni

18 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum
(Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judical Prudence):
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),
Kencana, Jakarta, Him. 293.

19 Barda Nawawi Arief, 2011, Pembaharuan
Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,
Citra Aditya Bakti, Bandung, Him. 11.

20 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas &
Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana,Op. Cit., Him.
37.

2! Takdir Rahmadi, 2013, Hukum Lingkungan Di
Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 225.

22 Tbid, Hlm, 227
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pertama pemberatan terkait dengan mengakibatkan
orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
Kedna, pemberatan berupa orang luka berat atau
mati.” Perbuatan mencemari dan menimbulkan
kerusakan lingkungan merupakan suatu kegiatan
secara langsung atau tidak langsung dapat
membahayakan kehidupan dan jiwa manusia.*

Penerapan  Asas Menurut

Masyarakat Adat.

Legalitas

Dalam kehidupan hukum di Indonesia yang
tidak saja mengenal pengertian hukum secara
tertulis, tetapi mencakup ketentuan-ketentuan
hukum tidak tertulis yang masih hidup dalam
masyarakat (adat), maka keberadaan hukum adat
masith sangat memegang peranan tinggi, apalagi
masih terdapatnya keharusan bagi hakim untuk
menilai norma-norma dari perbuatan tercela dalam
suatu masyarakat (adat), meskipun perbuatan
tersebut tidak ada pengaturannya dalam ketentuan
formil (tertulis). Kadangkala ditemuinya suatu
perbuatan yang menurut masyarakat adat tertentu
adalah  tercela  sifatnya, tetapi tidak ada
pengaturannya dalam KUHP atau bahkan
sebaliknya suatu perbuatan yang menurut KUHP
dalam melawan hukum atau tercela sifatnya, tetapi
menurut ukuran masyarakat (adat) tertentu justru
tidak dianggap sebagai hal yang tercela.

Kewajiban hakim untuk mengikuti gerak
dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian
hukum tertulis saja tetapi mencakup artian hukum
tidak tertulis dalam masyarakat, telah ditegaskan
melalui Pasal 27 Undang-undang Nomor. 14
Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman. Tegasnya Pasal 27 Undang-undang
Nomor. 14 Tahun 1970 tentan Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman berbunyi:*

“Hatkim sebagai penegak hukum dan keadilan
wajib menggali, mengikuti danmemabanmi nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat”.

Tidak saja permasalahan hukum perdata
adat yang harus menjadi perhatian hakim, tetapi
segala hal yang menyangkut hukum pidana adat

23 Ibid, Hlm, 228,

24 Ibid, HIm, 221,

25 Loebby Logman (b), Kopita Selekta Hukum :
Mengenang Almarhum H. Oemar Seno Adji, Cetakan-I,
Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm, 73,
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(materil/substansi)  mendapat  tempat  bagi
perhatian Hakim di Indonesia ini, termasuk soal
yang berkaitan dengan “perbuatan tercela” atau
sifat perbuatan melawan hukum secara materil
dalam masyarakat adat di Indonesia, karenanya
diperlukan suatu sikap ketelitian yang akurat, bahkan
kehati-hatian untuk menentukan suatu perbuatan dapat
dikatakan sebagai ftercela menurut ukuran masyarakat
Indonesia.

Penilaian  terhadap adat atau tidaknya
perbuatan tercela dari pelaku dalam masyarakat
adapt ini erat kaitannya dengan persoalan
ckuivalensi atau padanannya dengan perbuatan
yang diatur dalam KUHP. Seperti contoh adanya
suatu “hidup bersama tanpa nikah” dari pria dan
wanita dewasa yang tidak terikat perkawinan atau
dikenal dengan istilah “kumpul kebo”. Perbuatan
itu sering ditemukan pada kehidupan masyarakat
kota metropolitan ini dan dianggap sebagai
sesuatu yang wajar, tetapi bagi masyarakat adat
tertentu yang jauh dari kehidupan terang
benderang metropolitan seperti halnya Jakarta,
Surabaya, maupun kota besar lainnya di Indonesia,
maka perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan
tercela. Perbuatan “kumpul kebo” itu tidak ada
peraturan Undang-Undang yang mengaturnya,
sehingga perbuatannya itu formil tidak melawan
hukum, meskipun perbuatan itu dipandang sangat
tercela  (materil adalah  melawan  hukum),
karenanya bagi para pelakunya tidak dapat
dikenakan sangsi pidana, mengingat berlakunya
asas leglitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP
Indonesia. Bagi masyarakat adat tertentu di
Indonesia, meskipun perbuatan “kumpul kebo”
tidak melawan hukum secara formil (tidak ada
peraturan tertulis yang melarang perbuatan itu)
namun perbuatan itu dianggap tercela bagi
masyarakatnya. Perbuatan “kumpul kebo” (bagi
ptria/wanita yang dianggap dewasa) sebenarnya
sebagai perbuatan yang tidak ada pandangannya
atau ckuivalensinya dengan KUHP, sehingga
menjadi  kewajiban hakim untuk memeriksa
perkara pidana adat itu.

Di Indonesia yang masih mengakui secara
ketat eksistensi dan kehidupan hukum adat, dalam
arti  terdapatnya beberapa  perbuatan yang
dikategorikan sebagai tindak pidana adat (delik
adat), persoalan ada tidaknya suatu perbuatan
tercela bagi suatu masyarakat masih menjadi pusat
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pembicaraan dan perhatian ahli hukum pidana
Indonesia, sehingga sebagian besar berpendapat
masih berlakunya keberadaan substansi hukum
pidana (adat) menurut Undang-undang Darurat
No. 1/DRT/1951 Tentang Tindakan-tindakan
Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan
Susunan, Kekuasaan dan Pengadilan-pengadilan
Sipil, meskipun Undang-undang No. 8 Tahun
1981 (KUHP) menyatakan pencabutan Undang-
undang Darurat tersebut. Pencabutan Undang-
undang Darurat hanyalah sepanjang mengenai
ketentuan proseduralnya saja, tidak terhadap
subtansi. Sehingga dengan eksistensinya hukum
adat Indonesia, termasuk tindak pidana adat (delik
adat), suatu perbuatan yang dipandang tercela
(melawan hukum materil) menurut masyarakat
adat setempat, meskipun perbuatan pelaku adalah
formil tidak = ““wederrechtelijk”, tidaklah dengan
begitu saja pelaku dapat dikatakan tidak dapat
dipidana. Sehubungan dengan ada tidaknya
ckuivalensi suatu tindak pidana adat dengan
perbuatan dalam KUHP, disebutkan pada Pasal 5
ayat (3) sub b, yaitu:*

“...babwa sunatn perbuatan yang menurut
bukum yang hidup harus dianggap perbuatan
pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam
KUHP sipil, maka dianggap diancam dengan
bukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan
penjara dan/ atau denda lima ratus rupiah,
yaitu  sebagai hukuman pengganti bilamana
bukuman adat yang terbukunm dan penggantian
yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakin
dengan kesalahan yang terbukunm . ...."”

Dari bunyi redaksional Pasal 5 ayat (3) sub
(b) Undang-undang Darurat No. 1/DRT/1951,
khususnya yang penulis beri garis bawahi, adalah
jelas suatu perbuatan perkembangan asas legalitas
dalam hukum pidana di Indonesia yang dipandang
sebagai perbuatan pidana (adat) atau materil
perbuatannya adalah  “wederrechtelyjk”  (tercela),
tetapi perbuatan dari pelaku itu ternyata tidak ada
pengaturannya dalam KUHP  (tidak ada
ckuivalensi/pendanan/bandingan) atau
perbuatannya adalah formil “wederrechteljf”, tidak
wajib bagi hakim untuk menjatuhkan pidana untuk
maksimum 3 (tiga) bulan penjara dan denda lima
ratus rupiah. Pelaku tidak begitu saja tidak dapat

26 Loebby Logman (a), Ibid, Hlm 29.
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dipidana dengan alasan asas legalitas, mengingat
cksistensi hukum adat, setidak-tidaknya substansi
dari tindak pidana (delik) adat itu, hingga kini
masih berlaku di Indonesia. Sehingga ada dua
kategori Hukum Adat Pidana (dikatakan dalam
Undang-undang tersebut “Hukum yang Hidup”
ialah  Hukum Adat Pidana yang mempunyai
bandingan, ataupun ekuivalensi dalam KUHP dan
tidak memiliki bandingnya dengan KUHP. Maka
dikatakan, bahwa Hukum Adat Pidana yang
mempunyai pembandingannya dalam KUHP
diancam dengan sangsi di KUHP itu sendiri yang
mirip dengan suatu reaksi adat pembandingannya
tersebut. Daripada itu, terdapat dalam Pasal 5 ayat
3 Undang-Undang tersebut diterapkannya Hukum
Adat Pidana yang #dak mempunyai banding dalam
KUHP, sedangkan sangsi yang dipergunakan yang
tidak melebihi 3 bulan penjara dan/atau denda Rp.
500,-.*"

Menurut Oemar Seno Adji, bahwa posisi
Hukum Adat Pidana hingga sekarang telah
dimantapkan dalam perundang-undangan dan
menjadi yurisprudensi konstan dalam beberapa
putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung di
Indonesia. Ini pulalah yang pernah dikemukakan
oleh Panitia Ahli dalam sumbangan pikiran dan
pandangan tersebut, yang kelak mendapat tempat
dan Rencana (Rancangan) KUHP Buku Kesatu
dalam Asas Legalitas.

Dalam Penyusunan Rencana (Rancangan)
KUHP 1991/1992 yang disempurnakan oleh tim
kecil sampai dengan tanggal 13 Maret 1993
disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Rancangan
KUHP, vyaitu : “Ketentuan dalam ayat (1) tidak
mengurangi  berlakunya  hukum  yang  bidup  yang
menentukan babwa menurut adat setempat seseorang patut
dipidana walanpun perbuatan itn tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan’.

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa
adanya suatu kenyataan bahwa dalam beberapa
daerah di tanah air kita masih terdapat ketentuan-
ketentuan hukum yang tidak tertulis, tetapi hidup
dan diakui sebagai hukum di daerah tersebut. Hal
yang demikian juga dapat dihadapi dalam lapangan

27 Oemar Seno Adji (d), Hukum Pidana

Pengembangan. Cetakan Pertama, Jakarta : Erlangga,
1985, Hlm, 115 - 116.
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hukum pidana, yaitu apa yang biasanya disebut
dengan tindak pidana adat.

Sebelum KUHP ini, berlaku tindak pidana
adat diatur dalam Pasal 5 ayat (3)b Undang-
undang Darurat No. 1 DRT. Tahun 1951 tentang
Tindakan-Tindakan Sementara Untuk
Meneyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan
Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yaitu
bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang
hidup harus dianggap sebagai tindak pidana, akan
tetapi tidak ada bandingnya dalam KUHP, maka
dianggap diancam dengan pidana yang tidak lebih
dari tiga bulan dan atau denda seribu lima ratus
rupiah. Untuk memberikan dasar hukum yang
mantap, maka asas berlakunya hukum pidana adat
diletakkan dalam KUHP. Asas ini merupakan
pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana
diatur dalam peraturan perundang-undangan, jadi
merupakan hukum tertulis. Diakuinya tindak
pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa
keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

Meskipun demikian, apabila suatu tindak
pidana adat yang tidak ada ekuivalensi dalam
KUHP ternyata sangsi adatnya jauh lebih tinggi
daripada sekedar 3 bulan atau denda Rp. 500,-,
maka terhadap pelaku dapat dikenakan ancaman
hukuman maksimum 10 tahun penjara. Jadi ada 3
hal pokok yang menjadi catatan penulis terhadap

substansi Pasal 5 ayat (3)b Undang-undang
Darurat No. 1/DRT./1951,yaitu :
1. Terhadap suatu perbuatan yang dianggap

sebagai tindak pidana adat namun #dak ada
ekuivalensinya dengan perbuatan yang diatur
dalam KUHP, maka hakim dapat menjatuhkan
hukuman dengan maksimum penjara 3 (tiga)
bulan dan/atau denda Rp. 500,-.

2. Apabila perbuatan itu (yang tidak ada
akuivalensinya dengan perbuatan yang diatur
dalam KUHP) mempunyai sangsi adat yang justru
lebih tinggi daripada yang ditentukan (lebih tinggi
dari sekedar hukuman 3 bulan penjara
dan/atau denda Rp. 500,-), maka hakim
(Pengadilan) dapat menjatuhkan pelaku tindak
pidana adat dengan ancaman maksimum 10
(sepuluh) tahun penjara.

3. Terhadap
sebagai

suatu perbuatan yang dianggap
tindak pidana adat namun ada
Al-Qadlaya
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ekuivalensinya dengan perbuatan yang diatur
dalam KUHP, maka pelaku tindak pidana adat
dapat dikenakan hukuman yang mirip
pengaturannya dalam KUHP.

Hakim akan menilai perbuatan pelaku itu

ada  ckuivalensinya  atau  tidak  dengan
pengaturannya yang ada dalam  peraturan
perundang-undangan (KUHP) tertulis, artinya

apabila perbuatan itu tidak ada ckuivalensinya
dalam KUHP, maka sudah menjadi kewajiban
hakim untuk memutuskan terbukti atau tidaknya
pelaku melakukan tindak pidana adat. Di sini, ada
pengecualian terhadap penerapan asas legalitas sebagai
pengakuan legislative mengingat eksistensi hukum
adat yang berlaku bertujuan untuk memenuhi rasa
keadilan masyarakat(adat) tersebut, sehingga di
satu sisi perbuatan pelaku ini dipandang tercela
(“materiele wederrechtelyjf”) oleh masyarakat (adat),
meskipun pada sisi lainnya perbuatannya formil
tidak “wederrechtelijf” (perbuatannya dianggap oleh
masyarakat adat tertentu sebagai tindak pidana,
tetapi tidak ada peraturannya dalam KUHP), oleh
karenannya pelaku tindak pidana adat dapat
dijatuhkan pidana (adat) sesuai Pasal 5 ayat (3)b
Undang-undang No. 1/DRT/1951. Adanya
pengakuan  yudikatif —melalui  yurisprudensi
terhadap eksistensi hukum adat, termasuk hukum
pidana adat, inilah yang menempatkan suatu
pergeseran  untuk  memberlakukan  adanya  sifat
melawan  materil dari snatu perbuatan  dengan  fungsi
positifnya  dalam  hukum pidana di Indonesia,
meskipun dalam lingkup tindak pidana adat yang
restriktif sifatnya.

Di daerah Bali terdapat suatu perbuatan
yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana adat
vang dikenal sebagai “Logika Sanggraha’, yang
kemungkinan dijumpai pula pada beberapa daerah
lainnya di Indonesia dengan sedikit perbedaan dari
segi bentuk dan sifat perbuatannya antara daerah
satu  dengan daerah lainnya itu, sehingga
kadangkala banyak perbuatan itu tidak sampai
diteruskan  pemeriksaannya pada Pengadilan,
apalagi jika ditinjau lebih jauh terhadap ketentuan
normatif dari KUHP Indonesia tentang kejahatan
kesusilaan yang sama sekali tidak menjangkau
perbuatan-perbuatan seperti halnya tindak pidana
adat “Logika Sanggraha” hal mana mengkibatkan
ketidak adilan bagi masyarakat Bali yang
menganggap perbuatn itu adalah tercela.

15
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Pengertian  “Logika  Sanggraha”  dapat
ditemukan melalui Pasal 359 Kitab Adi Agama yang
menurut terjemahan dari I Made Widnyana,
adalah sebagai berikut :**

Menurut I Made Widnyana dalam praktek
peradilan pidana adat terdapat penambahan syarat
(unsure) kehamilan dengan pertimbangan bahwa :
1) kalau kita hanya mendasar atas adanya
hubungan persetubuhan saja seperti yang diatur
dalam Pasal 359 Kitab Adi Agama, maka akan
mengalami kesulitan di dalam pembuktiannya, 2)
seorang perempuan baru akan mengadukan
permasalahannya pada umumnya setelah adanya
akibat, yaitu kehamilan dan atau bahkan setelah
lahirnya anak.

“TLagi Logika Sanggraba misalnya orang
bersenggama, si laki-laki tidak setia akan
cintanya karena takut akarn
dipermasalabkan maka mencari daya upaya
Syarat-syarat  si  wanita  disanggupi,
kemudian si wanita menyatakan dirinya
dipaksa disetububi dan si laki-laki dengan
cepat mengaku diperkosa oleh si wanita,
kalau demikian halnya sepatutnyalah dinsut
kejelasannya, dan kalau benar si laki-laki
yang berbuat  patutlah  dibukum  denda
sebesar 24.000 nang keeping”.

Karena itu kesimpulan pengertian dari
unsure-unsur “Logika Sanggraha” menurut Pasal
359 Kitab Adi Agama maupun praktek yang
timbul dari peradilan adat adalah sebagai berikut
.29
a. Adanya hubungan cinta (pacaran) antara

seorang pria dengan seorang wanita yang sama-
sama belum terikat perkawinan.

b. Antara pria dan wanita yang sedang bercinta
tersebut  terjadi  hubungan seksual yang
didasarkan suka sama suka.

c. Si pria telah berjanji akan mengawini si wanita.

d. Hubungan seksual yang telah dilakukan
menyebabkan si wanita menjadi hamil.

e. Si pria memungkiri janji untuk mengawini si
wanita.

28 1 Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum
Pidana Adat, Cetakan Pertama, Bandung : Eresco, 1993,
Hlm, 37.

2 Tbid, Hlm, 40.
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Pengertian hubungan cinta antara pria dan
wanita disyaratkan bahwa perempuan belum
terikat perkawinan, artinya, lanjut I Made
Widnyana, apabila si wanita telah terikat suatu
perkawinan, maka yang terjadi bukanlah tindak
pidana adat “logika sanggraha”; tetapi tindak
pidana adat “Drati Krama” yang ada ekuivalensinya
dengan Pasal 248 KUHP tentang “overspe/”.

Juga dari /iterature yang ada, tidaklah jelas
usia laki maupun wanita yang disyaratkan untuk
dapat memenuhi suatu tindak pidana adat “logika
sanggraha”, apakah usia lelaki dan wanita dalam
pengertian dewasa atau di bawah umur. Kasus
klasik yang dikenal “Logika Sanggraha’ sebagai
tindak pidana adat dan diadili di Pengadilan
Negeri Gianyar, Bali adalah mengenai hubungan
seksual antara pria (IWS) dan wanita (NKS) yang
kedua-duanya sudah dewasa dan belum menikah
menurut hukum. Akibat hubungan intim layaknya
suami-isteri di antara tahun 1971 sampai dengan
tahun 1975 ditempat kediaman NKS yang kosong
kala itu, berakibat hamilnya NKS, sedangkan IWS
tidak mau bertanggung jawab dan tidak bersedia
menikahi NKS atas perbuatannya itu, padahal
selama hubungan intimnya itu IWS selalu berjanji
untuk menikahi NKS, juga sebelum kehamilan
NKS itu terjadi. Perbuatan atau hubungan intim
NKS dn IWS yang sudah dewasa itu tidak ada
ekuivalensi/pendannya/bandingnya dalam
KUHP, sedangkan perbuatan itu dipandang
sebagai tindak pidana adat yang dapat dihukum,
karena melanggar hukum adat setempat.

Mahkamah Agung melalui putusannya No.
195 K/Kr tanggal 8 Oktober 1979 telah menolak
permohonan kasasi dari IWS dan menghukum
IWS melakukan tindak pidana adat “logika
sanggraha” yang tunduk pada Undang-undang
Darurat No.1/Drt/1951 Pasal 5 ayat (3)b.”

Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan
tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan
sebagai berikut:

Penegakan  hukum pidana didasarkan
kepada asas legalitas, baik aspek materil maupun
aspek formilnya. Kegiatan penegakan hukum
lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi

30 Oemar Seno Adji
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materilnya didasarkan pada pasal-pasal lingkungan
hidup yang sebagian besar bertebaran diluar
KUHP, dan kegiatan penegakan dilakukan sesuai
dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara  Pidana, serta berpedoman kepada
Keputusan  Menteri  Kehakiman RI ~ No.
M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman
Pelaksanaan ~ KUHAP.disamping  itu, dalam
kehidupan hukum di Indonesia yang tidak saja
mengenal pengertian hukum secara tertulis, tetapi
mencakup ketentuan-ketentuan hukum  tidak
tertulis yang masih hidup dalam masyarakat (adat),
maka keberadaan hukum adat masih sangat
memegang  peranan  tinggi, apalagi masih
terdapatnya keharusan bagi hakim untuk menilai
norma-norma dari perbuatan tercela dalam suatu
masyarakat (adat), meskipun perbuatan tersebut
tidak ada pengaturannya dalam ketentuan formil
(tertulis). Kadangkala ditemuinya suatu perbuatan
yang menurut masyarakat adat tertentu adalah
tercela sifatnya, tetapi tidak ada pengaturannya
dalam KUHP atau bahkan sebaliknya suatu
perbuatan yang menurut KUHP dalam melawan
hukum atau tercela sifatnya, tetapi menurut
ukuran masyarakat (adat) tertentu justru tidak
dianggap sebagai hal yang tercela.

Adapun saran yang dapat penulis berikan,
schubungan dengan tesis ini adalah sebagai
berikut:

Adanya pelunakan terhadap pemberlakuan
konstruksi asas legalitas hukum pidana dalam hal
pelanggaran HAM, maka dimungkinkan pula
pelunakan pemberlakuan terhadap norma hukum
yang hidup di  masyarakat sebagai ius
constituendum di masa mendatang dan pada
akhirnya dapat pula menjadi hukum positif dengan
batasan-batasan norma yang ketat dan jelas.

Hendaknya kebijakan formulatif merevisi
Undang-undang dengan tetap mengakui eksistensi
peradilan adat sehingga tidak menimbulkan
dualisme  dalam  praktik  ketika  peradilan
melakukan proses mengadili terhadap pelaku
tindak  pidana  adat. Kemudian  dalam
pembentukan RUU KUHP masa mendatang (s
constituendum) — hendaknya  diperlukan  adanya
reorientasi dan perumusan kembali mengenai
falsafah/filsafat pemidanaan yang bertitik tolak
kepada asas, teori, norma, praktik dan nilai-nilai
kearifan lokal yang bersumber pada masyarakat
Indonesia sehingga kini sudah tiba saatnya bangsa

Al-Qadlaya
Jurnal Hukum Keluarga Islam

Indonesia mempunyai filsafat pemidanaannya
sendiri yang berorientasi kepada kearifan lokal
hukum pidana adat untuk diterapkan terhadap
bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik.
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